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PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PELAPORAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 

 

ABSTRAK  :        - Sebagai upaya untuk menjamin lancar dan tertibnya pelaksanaan ketentuan Pasal 

43 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2009 tentang 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

 

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 
1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 tahun 2004; PP No. 
32 Tahun 1950; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 
2007; Perda Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2004; Perda Kabupaten Pemalang 
No. 16 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pemalang No. 17 Tahun 2006; Perda 
Kabupaten Pemalang No. 18 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pemalang No. 12 Tahun 
2009; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2009. 

 
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pelaporan Dan 

Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menetapkan 

batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, Diatur pula tentang 

Penyusunan Dan Tata Cara Penyampaian, Evaluasi Laporan. 

 

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 25 Februari 

2010 

 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang 

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Informasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 

Tahun 2008), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

 - Terdiri atas 29 Halaman Beserta Lampirannya. 


